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Menimbang

DAN HAK ASASI MANUSIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa dalam rangka melaksanakan program pemerintah
mengenai kemudahan berusaha di Indonesia terkait
dengan memulai usaha, akses perkreditan, dan
penyelesaian perkara kepailitan, serta untuk memberikan
kesempatan seluas-luasnya kepada Usaha Mikro, Kecil,
dan Menengah (UMKM) dan memenuhi perkembangan
hukum, perlu dilakukan penyesuaian jenis dan tarif atas
jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah
Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 tentang Jenis dan
Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang
Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi

Manusia;
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Mengingat

1.

berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah
Nomor 45 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis
Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang
Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang
Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997
Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3694) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22
Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan
Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1998 Nomor 85, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3760);

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 tentang
Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan
Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5541) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun
2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 45 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis
Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 40,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5667).
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MEMUTUSKAN:
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA
ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 45 TAHUN 2014
TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN
NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA.

Pasal |

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45
Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan
Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum
dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5541) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2015 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014
tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan
Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5667), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1) huruf e Pasal 1 diubah, sehingga Pasal

1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1
(1) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku
pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
meliputi penerimaan dari:
pelayanan jasa hukum;

pelayanan harta peninggalan;

a.

b

C. pendidikan dan pelatihan;

d pelayanan keimigrasian;

e pelayanan kekayaan intelektual;

f. pelayanan kesehatan rumah sakit; dan

g. kegiatan kerja sama dengan pihak lain dalam
rangka pembinaan kemandirian warga binaan

pemasyarakatan.
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(2) Jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan
Pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan
Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f ditetapkan
dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini

(3) Tarif atas jenis Peneriman Negara Bukan Pajak atas
kegiatan kerja sama dengan pihak lain dalam
rangka pembinaan kemandirian warga binaan
pemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf g sebesar nilai nominal yang tercantum

dalam kontrak kerja sama.

Di antara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 2 (dua) pasal,

yakni Pasal 4A dan 4B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4A
Terhadap Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang
berasal dari pelayanan kekayaan intelektual berupa biaya
(jasa) tahunan Paten bagi Usaha Mikro, Usaha Kecil,
Lembaga Pendidikan, dan Litbang Pemerintah dikenakan
tarif sebesar 10% (sepuluh persen) dari tarif yang
tercantum dalam Lampiran angka V huruf B nomor 25

huruf a dan nomor 26 huruf a Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 4B
Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara
pengenaan tarif pada pelayanan kekayaan intelektual
bagi Usaha Mikro, Usaha Kecil, Lembaga Pendidikan, dan
Litbang Pemerintah diatur dalam Peraturan Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan persetujuan

Menteri Keuangan.

Ketentuan dalam Lampiran angka | mengenai Jenis dan
Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang
berasal dari Pelayanan Jasa Hukum diubah sehingga

berbunyi sebagai berikut:
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JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK SATUAN TARIF
L PELAYARARN JASA LLUIKLIM
A BADLDAN HINCL W
1. Porsclojuan Pomeasloaiag Mans For Fq3 100 D00 000
Fezrso it Porseljuean
2. l'engesaban Badan Llakium Perserosn
#. Madal Dasar pading banyak I'er Ky SO ROk D0
Lpas 000,000 00 [Dua Pululi Lima TMermolonan
Juta Fupiali)
b Maclal Tasar lekdiln dan P K1 000 D0 000
Rp2L.000.000,00 (Dua l'uluh Lima | Permobionan
Juta Rupiah) sampai dengan paling
banyak Rp1.000.000.000,00 (Satu
Milyar Rupiah])
c. Modal Dasar lebih dari Per Rp 1.000.000,00
Rp1.000.000.000,00 (Satu Milyar Permohonan
Rupiah)
3. Persetujuan Pemakaian Nama dan
Pengesahan Badan Hukum Perseroan
a. Modal Dasar paling banyak Per Rp 300.000,00
Rp25.000.000,00 (Dua Puluh Lima | Permohonan
Juta Rupiah)
b. Modal Dasar lebih dari Per Rp 600.000,00
Rp25.000.000,00 (Dua Puluh Lima | Permohonan
Juta Rupiah) sampai dengan paling
banyak Rp1.000.000.000,00 (Satu
Milyar Rupiah)
c. Modal Dasar lebih dari Per Rp 1.100.000,00
Rp1.000.000.000,00 (Satu Milyar Permohonan
Rupiah)
4. Persetujuan Perubahan Anggaran Per Rp 1.000.000,00
Dasar Perseroan Permohonan
5. Informasi Tentang Data Perseroan Per Rp 500.000,00
dalam Daftar Perseroan Permohonan
Per Perseroan
6. Pemberian Salinan Keputusan Menteri| Per Surat | Rp 1.000.000,00
Mengenai Pengesahan Badan Hukum | Keputusan

Perseroan yang Hilang atau Rusak
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